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MK Gelar Sidang Dua Perkara PHP Bupati di Papua 

 

Jakarta, 29 Januari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan Pemeriksaan Pendahuluan perkara 

Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2020 Bupati Kabupaten Asmat dan Boven Digoel pada Jumat (29/1) pukul 

13.30 WIB. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 1 ini akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah 

Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.  

 

Perkara PHP Bupati Kabupaten Asmat dengan nomor 107/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Yulianus P. Aituru dan 

Bonefasius Jakfu (Pasangan Calon Nomor Urut 2). Pasangan calon ini merasa dirugikan atas hasil Rekapitulasi 

Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 

1 (Paslon 1), Elisa Kambu dan Thomas Eppe Safanpo sebagai pemeroleh suara terbanyak. Sehingga terdapat selisih 

suara sebesar 7685. Pemohon mendalilkan selisih tersebut disebabkan pelanggaran-pelanggaran nyata yang 

merugikan baik dari Paslon 1 maupun Termohon.  

 

Sementara itu, perkara PHP Bupati Kabupaten Boven Digoel, dengan nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 dimohonkan 

oleh Martinus Wagi dan Isak Bangri (Pasangan Calon Nomor Urut 3). Berdasarkan keputusan KPU, Pemohon 

menduduki peringkat kedua yang mana selisih 9.156 suara dengan Paslon 4, Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba. 

Pemohon keberatan terkait persoalan tidak memenuhinya syarat pencalonan Paslon 4. Selain itu, Pemohon 

menyatakan bahwa proses penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Boven Digoel terjadi banyak pelanggaran yang 

terstruktur, sistematis, dan massif. 

 

Secara keseluruhan, pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-

masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor  6 Tahun 2020 Tentang Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-

Undang Nomor  2 Tahun 2020 Tentang  Perubahan Ketiga  Atas Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2015 Nomor  1 

Tahun 2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati, Dan  Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun 

tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Selain itu, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon 

lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. (FY). 
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